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ABSTRAK

Hak Milik merupakan suatu hak yang hanya dimiliki aleh subyek
hukum atas sebidang tanah di Indomesia dengan dibuktikan terbitnya
Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
Pembuktian tersebut dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan
kepastian hukum terhadap pemilik sah atas tanah tersebut selama tidak ada
yang mempermasalahkan kepemilikan hak atas tanah tersebut dalam kurun
waktu 5 Tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan bukti
kepemilikan hak atas tanah di Indonesia, pertimbangan hakim dalam sengketa
kepemilikan dengan bukti berbeda, serta kesesuaian putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung No 1280/PK/Pdv2023 dengan asas kepastian
hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan
pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan Hak
Atas Sebidang tanah yang dipunyai telah sesuai dengan asas kepastian hukum
dengan pembuktian sertifikat hak milik. Sehingga Putusan Mahkamah
Agung No 1280/PK/Pdv2023 menunjukkan pertimbangan hakim yang
cermat, sesuai dengan prinsip kepastian hukum dalam memberikan keadilan

Kata kunci: Hak Milik, Pertimbangan Hukum Hakim, Kepastian Hukum.

Ketua Bagian Hukum Perdata,

NIP. 198609142009022004



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan hal yang sangat krusial bagi mahluk hidup,
keseluruhan kebutuhan mahluk hidup tersedia diatas tanah serta seluruh
kegiatan manusia terlaksanakan diatas tanah, dalam KBBI (Kamus Besar
Bahasa Indonesia) tanah merupakan bagian paling atas permukaan bumi yang
diberikan batasan dan mempunyai berbagai macam fungsi dan manfaat yang

sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan mahluk hidup.!

Tanah dianggap suatu hal yang sakral dengan kepemilikan yang telah
terjamin, tanah mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan social,
ekonomis maupun religious, serta dengan pemanfaatan dari tanah tersebut
diharapkan dapat meningkatkan rencana tata ruang serta tata guna tanah
tersebut secara menyeluruh yang telah terkoordinasi secara nasional untuk
tetap menjaga sumber daya alam guna mencegah dampak yang ditimbulkan
tersebut menganggu kepentingan masyarakat serta menghambat terjalannya

segala bentuk proyek pembangunan.?

Pasal 506 KUHPer mengkategorikan tanah sebagai barang tak
bergerak termasuk semua hal yang didirikan di atasnya yang menurut
Undang-undang barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat dijadaikan

obyek dari hak milik (Pasal 499 KUHPer).

'Mochamad Harris, “Pengertian Tanah: Konsep Dan Fungsinya,”
Gramedia.Com/L.iterasi/Tanah

2 Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan
Budaya, 2008. HIm.13




Pengaturan tanah sendiri telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang No 50 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
yang menyatakan Tanah adalah permukaan bumi yang dapat diberikan
kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang lain serta badan-badan hukum, dengan mengingat ketentuan

Pasal 2 yang menyatakan hak menguasai dari negara.

Pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 50 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjelaskan tentang dasar hak
menguasai dari Negara yakni memberikan wewenang bagi masyarakat untuk
mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, selanjutnya yang dimaksud
dengan hak atas permukaan bumi adalah tanah yang dapat diberikan kepada
dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan
orang-orang lain serta badan-badan hukum serta Pasal ini memberikan
wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan termasuk tubuh

bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya.®

Keseluruhan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam
yang terkandung dan terdapat di wilayah Republik Indonesia yang merupakan
karunia tuhan yang maha esa?, yang dimiliki baik sendiri dan bersama-sama
atas bagian bumi di Indonesia dan hak atas tanah yang merupakan hak tiap

warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan berhak

% Ibid. Pasal 4
4 Isnaini and Anggreni A.Lubis, Hukum Agraria : Kajian Komprehensif, 2022. HIm-
7. Pasal 5 UU No.5 Tahun 1960



mempunyai suatu kesempatan untuk menggunakan hak guna usaha dan hak

atas tanah untuk kepentingan pribadinya.®

Perlunya pembaharuan pada Hukum Tanah dapat kita ketahui dari apa
yang telah dinyatakan dalam Konsiderans “Menimbang” Peraturan
Perundang-Undangan No 50 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria di jelaskan bahwasannya : Bumi, air dan ruang angkasa
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat sangat
penting dalam membangun sistem masyarakat yang adil dan makmur yang
diperhatikan dari susunan kehidupan rakyat Indonesia termasuk dalam
perekonomiannya yang masih bercorak agraris. Bahwa Hukum Agraria yang
masih berlaku sampai saat ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan
sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya,
hingga bertentangan dnegan kepentingan rakyat dan Negara di dalam
menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta.
Hukum Agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya
hukum adat disamping hukum agrarian yang didasarkan atas hukum barat
serta bagi rakyat bahwa hukum agrarian penjajahan itu tidak menjamin

kepastian hukum.®

Penghapusan Hukum Agraria yang berdasarkan tujuan dan sendi-
sendi dari pemerintahan jajahan yang merupakan Hukum Tanah
Administratif pemerintah Hindia Belanda guna melaksanakan politik

pertanahan Kolonial yang mendominasi, eksploitasi, diskriminasi serta

5 | Wayan Suandra, "Hukum Pertanahan Indonesia”, 1991. HIm.3
¢ Op.Cit baca lebih lanjut “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,”.



depensi yang selebihnya tertuang dalam Agrarische Wet 1870 karena tidak
sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan Negara

yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.’

Pada masa berlakunya Agrarische Belsuit Stb. 1870 No.118 yang
mengatur lebih lanjut peraturan Agrarische Wet 1870 terdapat pernyataan
yang terdapat dalam Pasal 1 yakni “dommein verklaring” (pernyataan
kepemilikan), yang menempatkan kedudukan rakyat Indonesia yang telah
memiliki tanah menjadi suatu pihak yang lemah disebabkan pada masa itu
bidang-bidang tanah sama sekali tidak mempunyai tanda bukti pemilikan
sertipikat sehingga baik secara yuridis formal tanah-tanah tersebut menjadi
domein (milik) dari Negara dimana rakyat Indonesia dianggap sebagai
seorang penyewa atau hanya sekedar penggarap yang membayar pajak

meskipun tanah itu kepemilikan mereka. &

Dalam konsep hukum, hubungan antara orang dengan benda
merupakan hubungan yang disebut ‘Hak’ yang bermakna Hak Kepemilikan
atas benda itu atau yang dikenal dengan istilah “Property Right” yang

menekankan Hak Kepemilikan dari pada kepada bendanya.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap berlakunya
peraturan tersebut dikeluarkan kebijakan yang dikenal dengan Grond
Vervreemdingsverbod yang merupakan hak milik (adat) tidak bisa

dipindahkan kepada orang yang bukan asli Indonesia karena yang berhak atas

7 Urip Santoso, "Hukum Agraria Kajian Komperhensif", pertama (Jakarta: Kencana
Prenamedia Gruoup, 2012). HIm.25
8 1bid, HIm.21



tanah tersebut hanyalah orang asli Indonesia maka semua bentuk perjanjian
maupun pemindahan hak atas tanah tersebut baik dilakukan secara langsung

maupun tidak langsung menjadi batal demi hukum.®

Pentingnya tanah sendiri bagi kehidupan masyarakat Indonesia baik
sebagai tempat tinggal, juga sebagai ladang untuk mencari rezeki serta segala
aktivitas dari saat lahir didunia sampai akhir hayat dilakukan diatas tanah'°.
Dengan pesatnya berbagai pembangunan nasional guna memenuhi kebutuhan
Negara atau hanya sekedar pemenuhan hasrat manusia untuk mencari
kesenangan semata, menimbulkan dampak positif yakni terpenuhinya segala
hal baru dan sebagai penambah wawasan maupun hiburan, lalu dengan
dampak negative yang ditimbulkan yakni terbatasnya wilayah tanah guna
memenuhi kebutuhan tersebut sehingga permasalahan tanah menjadi hal
rawan seperti banyaknya kasus mafia tanah, pemanfaatan tanah milik orang,

penguasaan tanah milik orang lain dengan sewenang-wenang, dll.

Everett M.Rogers mengemukakan bahwa pembangunan berguna
untuk tercapainya suatu perubahan menuju suatu system social serta ekonomi

yang telah diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa.*!

Untuk mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia Kini
haruslah dilaksanakan pendaftaran tanah itu sendiri yang mana meliputi :
pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah yang selanjutnya mendaftarkan

hak-hak atas tanah untuk memperoleh hak-hak (sertifikat) tersebut apabila

® Ibid, HIm.27

10 K. Wantjik Saleh, "Hak Anda Atas Tanah”, HIm.7

' Muchri Ramah, “Komunikasi Pembangunan Dalam Perspektif Terkini”,
Academica Majalah llmu Sosial Dan IImu Politik, 2019, HIm.147



sudah mendapatkan surat-surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku maka
itu akan menjadi suatu alat pembuktian yang kuat bagi pemilik hak atas

sebidang tanah tersebut.?

Dalam hak atas tanah tersebut akan memiliki kepastian hukum yang
kuat dengan mendaftarkan tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional
(BPN) dengan tata cara diatas agar hak-hak tersebut terjamin dan memiliki
bukti fisik yakni Akta Otentik. Pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan
yang dilakukan terus-menerus oleh pemerintah untuk menjamin kepastian
hukum Hak milik atas tanah dengan dasar objek satuan-satuan bidang tanah
yang sering disebut persil dengan luas dan batas-batas yang telah ditentukan.

Kegiatan tersebut antara lain meliputi :

a) Kegiatan dibidang fisik mengenai tanahnya, yakni berguna untuk
mengetahui dimana letaknya, batas-batas luasnya, bangunan-
bangunann atau tanaman-tanaman yang berada diatas tanah tersebut

untuk memberikan tanda-tanda disetiap sudut dari tanah tersebut.

b) Kegiatan dibidang yuridis, yakni berguna untuk mengetahui siapa

pemegang haknya apakah ada pihak lain yang membebaninya.
c) Kegiatan penerbitan surat tanda bukti haknya.3

Sertifikat hak atas tanah di Indonesia sendiri menjadi suatu alat bukti

yang kuat ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ Undang-Undang No 5

12 Adrian Sutedi. "Sertifikat Hak Atas Tanah" (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hal.vi

13 Putra Prawira Ananda and Adi Amoury Sudiro, “Kepastian Hukum Terhadap
Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan,”
Jurnal Magister llmu Hukum Vol.5, no. 1 (2020): 41 .HIm.40



Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi
“pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat”, juga ditegaskan juga dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan
Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi
Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di
dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data

yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Masalah pertanahan harus diperhatikan lebih detail dan esktra hati-
hati oleh pemerintah, karena tanah merupakan kebutuhan yang sangat vital
bagi masyarakat Indonesia maka dari itu peran dan eksistensi dari peraturan
serta lembaga yang berwenang dibidang pertanahan haruslah dibuktikan akan
kebenaran dari kepastian hukum serta dalam pemberian perlindungan hukum

bagi Pemilik hak atas sebidang tanah di Indonesia kini.®

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, juga membuat manusia menyadari akan
pentingnya hak atas tanah dan kepemilikan yang sah atas tanah tersebut guna
kepentingan pribadi dengan atas izin pemerintah dan batas-batas yang telah
ditentukan serta pemanfaatan dari tanah tersebut yang tidak melanggar

peraturan dann merugikan masyarakat sekitar.®

14 Republik Indonesia, “PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,”
Icassp 21, no. 3 (1997): 295-316. Pasal 32

15 Op.Cit. Putra Prawira Ananda and Sudiro, “Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas
Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan.” HIm.38

6 Komnas HAM, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999,” Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, no. 39 (1999): 1-
45,



Penguasaan dalam arti yuridis merupakan penguasaan yang dilandasi
dengan hak serta dilindungi oleh hukum yang mana memberikan kewenangan
kepada pemegang hak untuk bisa menguasai secara menyeluruh terutama
fisik dari tanah yang dihaki.'’” Boedi Harsono juga menyatakan bahwasannya
hak penguasaan atas tanah merupakan serangkaian wewenang, kewajiban
dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk bisa berbuat sesuatu

mengenai tanah yang dihaki.8

Hak perseorangan atas tanah merupakan suatu hak yang mana
memberikan suatu kewenangan kepada pemegang haknya baik perseorangan,
sekelompok maupun badan hukum, yang dipergunakan untuk dipakai dalam
arti lain boleh untuk menguasai, menggunakan, dan/atau mengambil manfaat
daripada tanah tersebut'®. Macam-macam dari hak atas tanah yakni Hak
Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Memungut Hasil Hutan,
Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil),

Hak Menumpang, Dan Hak Sewa Tanah Pertanian.°

Hak atas tanah bisa beralih ketika tejadinya suatu peristiwa hukum
yang diatur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, peristiwa hukum yang dimaksud yakni meninggalnya
pemilik tanah maka akan berpindah kepada ahli warisnya sepanjang

memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik.?

17 Audry Zefanya and Fransiscus Xaverius Arsin Lukman, “Tolak Ukur Pemenuhan
Penguasaan Fisik Atas Tanah Melalui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah,”
Jurnal Usm Law Review Vol.5 Nomor 2, 2022. HIm. 442

18 Op.Cit. Isnaini and A.Lubis, Hukum Agrari : Kajian Komprehensif. HIm.76

9 1bid, HIm.83

20 |bid, HIm.84

2 |bid, HIm.93



Berbeda dengan beralih, dialihkan/pemindahan hak terjadi ketika
adanya perbuatan hukum seperti jual beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan
(pemasukan) dalam modal perusahaan, serta lelang. Perpindahan tersebut
harusla dibuktikan dengan adanya akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT), namun untuk lelang haruslah menggunakan pembuktian
Berita Acara Lelang atau Risalah Lelang yang dibuat oleh pejabat dari Kantor
lelang. Prosedur pemindahan Hak Milik atas tanah ini diatur dalam Pasal 37
sampai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah jo. Pasal 97 sampai dengan Pasal 106 Permen

Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 .2

Pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak milik merupakan suatu hak turun-

menurun, terkuat serta terpenuh yang dimiliki orang atas tanahnya.?

Penerbitan sertifikat palsu serta sertifikat ganda juga tidak lepas dari
tindakan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), mengapa demikian
dikarenkaan kantor pertanahanlah yang menerbitkan sertifikat tersebut
dengan dilatarbelakangi surat-surat bukti yang telah diselesaikan oleh pihak

pembeli dan penjual dihadapan notaris.?*

Menurut BPN (Badan Pertanahan Nasional), munculnya sertifikat

ganda disebabkan oleh beberapa hal, yakni :

22 |bid, HIm. 94

23 Op.Cit, Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”. Pasal 20.

24 Op.Cit, Adrian Sutedi, "Sertifikat Hak Atas Tanah". HIm. 8-9
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1. Pada saat dilakukan pengukuran atau penelitian dilapangan, pemohon
dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan atas

tanah yang salah.

2. Terdapatnya surat bukti atau pengakuan hak yang ternyata terbukti

mengandung ketidakbenaran, kepalsuan atau tidak berlaku lagi.

3. Pada wilayah yang bersangkutan belum tersedianya peta pendaftaran

tanahnya.?

Sehingga meskipun terdapatnya pengakuan dalam Undang-Undang
No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kepastian
hukum belum sepenuhnya terjamin dari hanya adanya sertifikat bagi
pemiliknya, dilihat dari peraturannya sendiri membuat celah serta peluang
bagi pihak lain yang mengklaim bahwasanya ia juga mempunyai hak atas
tanah tesebut dan menggugat pihak yang namanya telah tercantum dalam

sertifikat tersebut secara keperdataan keperadilan umum.2®

Dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor
1280/PK/Pdt/2023 yang mana penggugat memiliki, menguasai 1
(satu)/sebidang tanah dengan panjang 37m, lebar 8,5 m/10/ serta luas tanah
331m? dijalan sultan sulaiman, Rt 17 samarinda, yang sekarang telah menjadi
jalan H.Swuandi di Rt 23 keluarahan sidodadi samarinda, bahwa tanah
tersebut telah dikuasai oleh tergugat selama 30 tahun, sehingga merugikan

penggugat, karena termasuk dalam perbuatan melawan hukum

2 |bid, HIm. 11
26 Mohamad Yamin, "Jaminan Kepastian Hukum Atas Tanah Dalam Pendaftaran
Tanah", 2006. HIm.1
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(onrechtmatige daad) dan meminta tergugat | unntuk mengosongkan tanah

kapling dengan luas tanah 331m? milik penggugat tersebut.

Saat pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Samarinda Penggugat
menang dengan perkara perbuatan melawan hukum penguasaan/penjajahan
tanah kaplingan milik orang lain, karena tergugat | berani membeli tanah
dengan tanpa surat tanah yang sah, dan tergugat Il berani untuk menjual tanah
tanpa surat tanah yang sah (Fiktif). Namun setelah tergugat mengajukan
banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur keadaan menjadi
berbanding terbalik dan tergugat rekonvensilah yang memenangkan perkara
dengan menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor
90/Pdt.G./2020/PN Smr tanggal 6 januari 2021 yang dimohonkan banding
tersebut dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
dengan Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT SMR. Menimbang, bahwa oleh
karena telah dipertimbangkan dan disimpulkan Akta Jual Beli Nomor:
220/58/JB/SMDU/1990 tanggal 31 Oktober1990 dan Sertifikat Hak Milik
(SHM) No. 2317 / Kel. Sidodadi atas nama pemegang hak Penggugat dalam
Rekonvensi (Amin Majedi) adalah sah menurut hukum. Dengan demikian
gugatan Penggugat dalam Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut agar
Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah
objek sengketa sehingga Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2317 / Kel.
Sidodadi dan Akta Jual Beli Nomor: 220/58/JB/SMDU/1990 tanggal 31
Oktober 1990 yang dibuat di hadapan DR. Widjojo Wilam, SH selaku Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kotamadya Samarinda antara Awang Mustafa

Husaini selaku penjual adalah sah. Sebab, Penggugat dalam Rekonvensi
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selaku pembeli atas obyek perkara merupakan pembeli yang beretikad baik

sehingga patut mendapat perlindungan hukum.

Dimana tergugat | ternyata membeli sebidang tanah tersebut dengan
seorang yang benama Awang Mustafa Husaini yang merupakan pengurus
yang diutus oleh pemilik sah atas sebidang tanah tersebut namun ia
melakukan penggelapan tanah milik penggugat terbanding dengan bukti
pengeluaran surat dari kantor pertanahan Kota Samarinnda Nomor :
1P.02.02/839-64.72A/11/2020 tanggal 17 juli 2020 yang dinyatakan fiktif
karena tidak mempunyai tanah dan gambar ukur yang mana gambar ukur
yang terdapat dalam sertifikat nomor 2317 tersebut adalah gambar ukur milik

penggugat sekarang terbandinng.

Berdasarkan pemaparan serta kasus Putusan diatas hal tersebut yang
melatarbelakangi penulis dalam mengambil judul penelitian skripsi,
“Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Dengan Bukti
Kepemilikan Yang Berbeda (Studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah

Agung No 1280/PK/Pdt/2023)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan bukti kepemilikan hak atas tanah menurut

peraturan Perundang-Undangan di bidang Agraria di Indonesia?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam sengketa kepemilikan
hak atas tanah yang dikuasai dengan bukti kepemilikan yang berbeda
sebagaimana putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No

1280/PK/Pdt/2023?
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3. Apakah putusan Peninjauan Kembali No 1280/PK/Pdt/2023 telah
sesuai dengan asas kepastian hukum kepemilikan hak atas sebidang

tanah bagi para pihak yang berperkara?

C. Tujuan Penelitian
Ketika melakukan penelitian pada umumnya terdapat suatu maksud atau
tujuan dari melakukan penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan

untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan bukti kepemilikan hak
atas tanah menurut Peraturan Perundang-Undangan dibidang Agraria

di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam
Sengketa kepemilikan hak atas tanah yang dikuasai dengan bukti
kepemilikan yang berbeda sebagaimana putusan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung No 1280/PK/Pdt/2023.

3. Untuk mengetahui dan memahami putusan Peninjauan Kembali No
1280/PK/Pdt/2023 telah sesuai dengan asas kepastian hukum

kepemilikan hak atas sebidang tanah bagi para pihak yang berperkara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat praktis yang relevan bagi :

1. Bagi pemilik tanah yang sah, dengan adanya suatu keputusan yang
sah membuat suatu kepastian hukum bagi pemilik sah akan
kepemilikan sebidang tanah tersebut dan menjadikan putusan tersebut

sebagai dasar untuk menuntut hak-hak yang telah dirugikan.
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2. Bagi penguasa tanah yang tidak sah, bermanfaat agar mengerti akan
permasalahan yang berkaitan dengan hak atas tanah serta mengerti
tentang penyelesaian kasus tanah sehingga tidak mengulangi

kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja dikemudian hari.

3. Bagi masyarakat umum, bermanfaat sebagai pengetahuan jika
mendapati perkara yang sama seperti studi kasus yang sedang peneliti
teliti ini sehingga paham akan alur penyelesaian perkara kasus

tersebut.

4. Bagi Hakim lainnya, sebagai referensi pengetahuan bagi hakim
lainnya untuk menyelesaikan perkara jika mendapati perkara gugatan

dengan objek yang sama.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini ruang lingkup difokuskan pada pengaturan bukti
kepemilikan hak atas tanah menurut Peraturan Perundang-Undangan
dibidang Agraria di Indonesia. Selanjutnya pada pertimbangan hukum hakim
dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah yang dikuasai dengan bukti
kepemilikan yang berbeda sebagaimana putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung No 1280/PK/Pdt/2023, serta memfokuskan pada putusan
Peninjauan Kembali No 1280/PK/Pdt/2023 apakah telah sesuai dengan asas

kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah bagi para pihak yang berperkara.
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F. Kerangka Teori
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori serta doktrin yang
menyangkut permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis dan untuk

menjawab permasalahan dalam penulisan penelitian ini antara lain :

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Van Apeldoorn “kepastian hukum dapat juga berarti hal
yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Pendapat
Van Apeldoorn ini dimaknai bahwa hukum harus mempunyai suatu kejelasan
sehingga dapat mengikat masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi
hukumnya. Teori kepastian hukum ini merupakan keadaan hukum yang telah
pasti mempunyai kekuatan hukum yang konkrit dan menjadi salah satu
perlindungan hukum bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan

sewenang-wenang terhadap yang menganggu Hak Asasi Manusia.?’

Sebagai negara hukum yang menerapkan prinsip legalitas Hukum
menjadi kedudukan yang tertinggi untuk pelaksanaan kekuasaan negara agar
tidak menyimpang dari Undang-Undang yang mana kekuasaan haruslah
tunduk pada hukum bukan hukum yang tunduk pada kekuasaan, sehingga
asas ini dimaknai sebagai kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya
hukum yang akan berlaku didalam masyarakat. Kepastian hukum menunjuk

kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pada

27 Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto,
“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan
Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris,” Jurnal Bina Mulia
Hukum, Vol 6, no. 1 (2021): 130-40.



16

saat pelaksanakan dan pemberlakuan hukum tersebut tidak ada pengaruh dari

keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.?

Berdasarkan teori Kepastian Hukum diatas maka dapat dipahami
bahwa dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Dengan
Bukti Kepemilikan Yang Berbeda (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung No 1280 PK/Pdt/2023) perlunya suatu kejelasan dan
ketetapan hukum akan penetapan isi putusan yang sesuai dengan apa yang
sedang diperkarakan, dengan melihat pendapat serta kejelasan dari para pihak
yang berperkara untuk mengurangi suatu ketidakpastian serta konflik
berkepanjangan yang mana itu menjadi suatu perlindungan hukum bagi pihak

yang merasa dirugikan haknya untuk dapat mendapatkan haknya kembali.

Dalam pemberian kepastian hukum dalam proses penyelesaian
perkara maka teori ini harus diutamakan demi memberikan rasa aman dari

adanya kejelasan putusan yang konkrit bagi para pihak yang berperkara.

Dengan ketetapan Putusan yang menjamin hak yang didasari pada
ketentuan Undang-Undang maka seseorang yang tertindas atau merasa tidak
dapat merasakan haknya secara bebas akan memperoleh suatu kepastian
hukum yang telah diharapkan tersebut dalam keadaan tertentu dengan

memperjuangkan hak dan keadilannya.?®

28 Siti Halilah and Fakhrurrahman Arif, “dsas Kepastian Hukum Menurut Para
Ahli,” Jurnal Hukum Tata Negara Vol.4, Desember (2021): 56-65.

2% Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum
Indonesia”, Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam Vol. 8, no. 2 (2016): 80-87.
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2. Teori Penyelesaian Sengketa
Teori ini mengkaji serta menganalisis mengenai kategori atau
penggolongan sengketa atau permasalahan yang terjadi didalam masyarakat
dengan menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut
serta cara atau strategi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik

permasalahan tersebut.

Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z, Rubin ada lima teori tentang

penyelesaian sengketa, yakni :

a. Contending (bertanding) yaitu menerapkan suatu solusi yang lebih

diinginkan oleh pihak atas pihak lainnya.

b. Yielding (mengalah), yaitu mengurangi aspirasi mereka sendiri dan

bersedia menyerahkan apa yang diinginkan.
c. Memusnahkan dari kedua belah pihak.

d. With drawing (menarik diri), yaitu memilih untuk meninggalkan

situasi yang diperebutkan, baik secara fisik maupun psikologis.
e. Inaction (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Yang mana konflik merupakan suatu presepsi tentang perorangan atau
kelompok yang mempunyai pendapat berbeda dan mempunyai kepentingan

yang berbeda dalam ruang lingkup keadaan yang sama.*

30 Juwita Tarochi Boboy Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati, “Penyelesaian
Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey
Z.Rubin,” Notarius 13, no.2 (2020)
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Berdasarkan teori penyelesaian sengketa diatas maka dapat dipahami
bahwa dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Dengan
Bukti Kepmilikan Yang Berbeda (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung No 1280/PK/Pdt/2023) para pihak haruslah menggali
informasi lebih detail dan mencari kebenaran akan bukti-bukti yang berkaitan
dengan konflik pada saat proses penyelesaian konflik dilakukan, sesuali
dengan kepentingan masing-masing tentang hak yang dirugikan lalu
bertanding untuk mendapatkan suatu keadilan merupakan salah suatu solusi

yang dapat menyelesaikan perkara tersebut.

Semua hal menjadi penting pada saat perkara berlangsung jadi sebagai
pihak yang berperkara haruslah menemukan hal yang siginifikan dan pihak
pengadilan akan menampung hal-hal tersebut dan melakukan penyelidikan

untuk mengetahui akan kebenarannya.

Dengan memperhatikan masalah dengan detail, seperti hal yang
menjadi faktor penyebab awal perkara dan apa solusi terbaik dalam
penyelesaian perkara. Semua hal tersebut harus didengar dari kedua belah
pihak yang berpekara dan selanjutnya dianalisis agar menemukan keadilan

dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Pada Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Dengan
Bukti Kepmilikan Yang Berbeda (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung No 1280/PK/Pdt/2023) para pihak melakukan semua daya
upaya untuk membuktikan suatu haknya telah dirugikan, namun dengan

memperhatikan segala aspek maka tetaplah kepastian hukum akan didapatkan
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oleh pihak yang benar-benar dirugikan akan perkara tersebut. Dengan ini
penyelesaian perkara tercapai dengan maksimal dengan bantuan dari pihak-
pihak yang ingin mendapatkan kembali haknya dengan adil dan didukung dari
adanya suatu perlindungan hukum dari keputusan pengadilan yang telah sah

dan mengikat para pihak.

3. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan dari majelis hakim
dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap selama proses
persidangan berlangsung, pertimbangan hakim ini merupakan salah satu
aspek yang penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang
mana putusan tersebut telah mengandung suatu keadilan dan kepastian
hukum, serta mengandung suatu manfaat bagi para pihak yang bersangkutan
sehingga pertimbangan hakim haruslah disikapi secara teliti, baik, dan
cermat.®* Dalam penjatuhan hukuman hakim tidak boleh memutuskan
hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan batas maksimal hukuman

yang telah ditentunakan dalam Undang-Undang.

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin dalam Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang
merdeka unntuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum serta

keadilan. Asas ini merupakan asas kebebasan bagi hakim dalam merumuskan

31 Mukti Arto, “Prakter Perkara Perdata pada Pengadilan Agama”, cet V
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), HIm.140
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pertimbangan hukum yang dikenal dengan Legal Reasoning yang dilakukan

oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang sedang diadilinya.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi

dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu :
a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau

mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim

c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan

tugas dan fungsi yudisialnya.®2

Hakim mempunyai kekuasaan dalam mengadili, memutuskan, serta
penentuan suatu yang benar atau salah dari perilaku perbuatan manusia sebab
itu hakim sering disebut sebagai wakil tuhan. Segala keputusan hakim bersifat
sah dan mengikat serta bersifat langsung menjadi Undang-Undang bagi para

pihak.

Berdasarkan teori pertimbangan hukum hakim diatas maka dapat
dipahami bahwa dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang
Dikuasai Dengan Bukti Kepmilikan Yang Berbeda (Studi Kasus Putusan
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No 1280/PK/Pdt/2023) harus
diselesaikan oleh pengadilan dengan memperhatikan segala fakta yang
terungkap selama proses persidangan berlangsung dan dalam penjatuhan

putusan maka hakim harus mendengarkan serta mempertimbangkan segala

%2 Ahmad Rifai, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum
Progresif ”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), HIm.104.
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kemungkinan yang berkaitan dengan perkara dari semua belah pihak yang
berperkara, dalam hal ini tidak ada satu orangpun termasuk pemerintah atau
orang berpengaruh lainnya bisa mengatur atau mengarahkan terkait putusan

hakim tersebut.

Sebab dalam pengambilan putusan, hakim telah mempertimbangkan
segala hal yang berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang
karena hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan demi menciptakan
keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan baik bagi pihak yang
berperkara atau bagi seluruh Rakyat Indonesia sebagai subjek hukum yang
harus mendapatkan kepastian hukum tanpa memperhatikan derajat sosial, ras,

suku ataupun agama.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu langkah yang harus diakukan
oleh peneliti agar bisa menyatukan data-data dan informasi lalu
melaksanakan penelitian dari perolehan data yang di analisis®®. Berikut

metode yang digunakan penulis pada skripsi ini, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis
Normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mencari serta
menganalisis bahan pustaka atau yang sering disebut juga data sekunder serta
jenis penelitian pendekatan kepustakaan. Pendekatan Yuridis Normatif

dimana peneliti melakukan penelusuran berbagai peraturan-peraturan yang

3 Qotrun A, “Metodologi Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat, Dan Tujuan,”
Https://Www.Gramedia.Com/L.iterasi/Metodologi-Penelitian/.
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sedang berlaku saat ini, literatur yang menyinggung dalam permasalahan
yang diteliti oleh penulis, penelaahan teori-teori, peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan asas-asas yang saling berhubungan dalam

penelitian.

2. Pendekatan Penelitian
Pada penelitian yang di teliti, peneliti menggunakan beberapa

pendekatan. Pendekatan tersebut antara lain, sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Aproach)
Pendekatan Perundang-Undangan pada penelitian ini dilakukan
dengan cara menelaah berbagai peraturan Perundang-Undangan serta
regulasi yang berkaitan pada penelitian hukum yang di teliti.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Penedekatan konseptual pada penelitian ini dilakukannya dengan
berdasarkan pandangan dan doktrin yang luas berkembang di dalam
ilmu hukum, dapat juga dikatakan pendekatan ini didasari dari
pemikiran-pemikiran para ahli dan para sarjana yang kompeten di
bidangnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati dan juga
menganilisis informasi yang telah ada sehubungan pada topic yang di

bahas peneliti.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Bahan Hukum, berikut adalah data sekunder yang digunakan oleh

peneliti dalam penelitian ini :
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A. Bahan Hukum Primer, merupakan ketentuan yang ada di dalam

peraturan Perundang-Undangan yang memiliki kekuatan hukum

mengikat para pihak dan mempunyai akibat hukum bagi yang

melanggar. Dalam Penelitian ini meliputi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No 90/Pdt.G/2020/PN
Smr tanggal 24 November 2020.

Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No
54/PDT/2021/PT.SMR tanggal 25 maret 2021.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 502 K/Pdt/2022.
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No 1280

PK/Pdt/2023.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang digunakan saling berkaitan dengan bahan

Hukum Primer. Bahan hukum sekunder ini juga dapat membantu

dalam menganalisa dan memahami dari bahan hukum primer di atas

yang antara lain :
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1) Literatur buku-buku yang berkaitan dengan judul serta
pembahasan dalam penelitian yang di angkat oleh peneliti
dalam penelitian ini.

2) Karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan judul serta
rumusan masalah pada penelitian.

3) Artikel, serta jurnal hukum yang berkaitan mengenai judul dan
masalah dalam penelitian.

C. Bahan Hukum Tertier
Bahan Hukum Tertier merupakan suatu bahan penunjang yang
memberikan penjelasan serta petunjuk untuk bahan primer serta
sekunder di atas antara lain :

1) Kamus Hukum.

2) Kamus Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Library
Research (Studi Kepustakaan) yaitu menganalisa serta mempelajari buku-
buku, peraturan Perundang-Undangan serta sumber literatur lainnya yang
berhubungan dengan judul serta pembahasan penelitian ini dan mendapatkan
data ilmiah yang digunakan untuk bahan yang relevan dalam penguraian

teoritis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Analisis terhadap bahan hukum yang telah diperoleh dengan cara
Analisis Kualitatif, yaitu menguraikan secara deskriptif dari bahan hukum

yang kemudian dilakukakn penyusunan informasi yang kompleks dan
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sistematis sesuai kategori sehingga dalam penyajian penelitian

disederhanakan agar mudah dipahami.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif,
dalam hal ini proses Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Dikuasali
Dengan Bukti Kepemilikan Yang Berbeda (Studi Kasus Putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung No 1280/PK/Pdt/2023) dikolerasikan dengan
menganalis kasus perkara Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Samarinda
No 90/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 24 November 2020. Putusan Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur No 54/PDT/2021/PT.SMR tanggal 25 maret 2021.
Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 502 K/Pdt/2022. Putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung No 1280 PK/Pdt/2023. serta peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia tentang perkara sengketa
tanah, literature online lainnya, maupun karya ilmiah para sarjana. Menurut
penulis dengan langkah ini dapat mempermudah penyusunan, dimulai dari
hal yang bersifat khusus dan menjurus ke hal-hal yang bersifat umum serta
menekankan pada analisis kasus perkara yang berkaitan erat dengan judul

penelitian ini.
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